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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Negeri Ungaran 

Sebelum membahas mengenai penerapan pidana terhadap pelaku 

penyebaran ujaran kebencian di jejaring sosial, maka terlebih dahulu Penulis akan 

menjelaskan mengenai profil Pengadilan Negeri Ungaran. 

Pengadilan Negeri Ungaran dahulunya bernama Pengadilan Negeri 

Ambarawa yang berkedudukan di Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mengingat ibukota Kabupaten 

Semarang berada di Ungaran, maka mulailah dirintis upaya untuk merealisasi 

perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri 

Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran. Adanya perpindahan hal 

tersebut mengandung unsur suatu pemikiran agar wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Ambarawa nantinya bisa menjadi bersamaan dengan wilayah daerah 

Kabupaten Semarang 32. 

Oleh karena itu terhitung sejak tanggal 23 Juni 1986 gedung Pengadilan 

Negeri Ungaran diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Ismail 

Saleh, dan pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006 kantor lama Pengadilan Negeri Ambarawa dialih 
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fungsikan menjadi Kantor Pengadilan Negeri Ambarawa. Pengadilan Negeri 

Ungaran memiliki tugas pokok yaitu, bertugas dan berwenang memeriksa, 

mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 

tingkatan petama wilayah hukumnya.  

Pengadilan Negeri Ungaran termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 1.008.646 jiwa, luas wilayah 

Pengadilan Negeri Ungaran kurang lebih 950,21 km2 yang didalamnya terdiri dari 

19 (sembilan belas) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Pengadilan 

Negeri Ungaran dalam menjalankan tugasnya memiliki Visi dan Misi nya. 

Visi Pengadilan Negeri Ungaran ialah “Terwujudnya Pengadilan Negeri 

Ungaran yang Agung.” dan Misinya ialah: 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Ungaran; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ungaran; 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Ungaran33. 

Pengadilan Negeri Ungaran juga memiliki struktur organisasi 

berdasarkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015, sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ungaran34. 

 

 

Sumber: Website Resmi Pengadilan Negeri Ungaran. 

Pengadilan Negeri Ungaran memiliki 5 orang hakim, 1 orang Ketua 

Pengadilan Negeri Ungaran, dan 47 pegawai yang termasuk 1 orang Bendahara 

Pengeluaran, 1 orang Analisis Perkara Pengadilan, 1 orang Pengolah Data 

Informasi dan Hukum, 1 orang Pengolah Sistem dan Jaringan, 1 orang Teknisi 

Sarana dan Prasarana, 4 orang Jurusita, 13 orang Jurusita Pengganti, 17 orang 

Panitera Pengganti, 1 orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 1 orang Panitera Muda 

Perdata, 1 orang Panitera Muda Hukum, 1 orang Plt. Panitera Muda Pidana, 1 
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orang Kasub Bag. Umum dan Keuangan, 1 orang Kasub Bag. Kepegawaian 

Organisasi dan Tatalaksana, dan 1 orang Kasub Bag. Perencanaan Teknologi 

Informasi dan Pelaporan35. 

Dalam pencarian Penulis mengenai kasus penyebaran ujaran kebencian di 

jejaring sosial (hate speech), Penulis hanya menemukan 1 (satu) kasus di 

Pengadilan Negeri Ungaran. Kasus tersebut adalah kasus yang diangkat dan 

dianalisis sebagai bahan penelitian. 

B. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial 

dalam Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

Pada bagian ini Penulis membahas mengenai bagaimana penerapan pidana 

terhadap Pelaku Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial, terlebih dahulu Penulis 

akan membahas mengenai Posisi Kasus Nomor 30/ Pid.Sus/2018/PN.Unr. 

1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap :YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO 

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang 

Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun/16 Juli 1986 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Dusun Sleker RT. 010 RW. 003, Desa Kopeng, 
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Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang 

Agama : Kristen 

Pekerjaan : Pendeta Non Aktif 

Pendidikan : Strata II (S-2) 

b. Posisi Kasus 

Dakwaan Pertama: 

1) Bahwa Terdakwa YULIUS HERI SARWONO BIN BATHI 

UTOMO pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 WIB 

atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau 

setidak-tidaknya sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut 

diketahui dan diakses oleh Saksi AGUS WARSITO pada tanggal 

03 Oktober 2017 bertempat di Dusun Sleker RT 10 RW 03 Desa 

Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidak-

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan 

mengadili Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja dan tanpa 

hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan 

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar 

golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan 

cara sebagai berikut: 

a) Dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk Oppo 

bewarna merah muda dan merk Lenovo bewarna hitam, Terdakwa 
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dengan keadaan sadar memposting 10 (sepuluh) photo dengan 

disertai kalimat yang menimbulkan ujaran kebencian antar umat 

beragama  ke akun Facebook Julius Herry Sarwono miliknya 

sendiri dan mendapatkan beberapa komentar dari pengguna 

Facebook lainnya. 

b) Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 

20.00 WIB bertempatkan di Dusun Jetak RT 024 RW 009 

Kelurahan Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Saksi 

AGUS WARSITO melihat dan membaca postingan gambar 

besertakan kalimat yang berada di akun Terdakwa tersebut melalui 

akun Facebook miliknya pribadi, dengan menggunakan handphone 

merk Lenovo dimana tulisan postingan konten Terdakwa tersebut 

berada di halaman Facebook akun pribadinya dikarenakan akun 

Facebook milik Terdakwa di buat format untuk publik. Sehingga 

siapapun dapat melihat, mengakses, dan membaca tulisan tersebut, 

kemudian Sasi AGUS WARSITO mengambil konten dan isi 

postingan tersebut dengan cara screenshoot dan menyimpan hasil 

tersebut kedalam memori, selanjutnya pada tanggal 28 November 

2017 Saksi AGUS WARSITO bersama dengan 11 (sebelas) 

Organisasi Keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat Islam 

Bersatu (FUIB) Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga 

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Semarang karena perbuatan 
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yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan 

konflik dan perpecahan antar umat beragama. 

c) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  Laboratoris Kriminalistik 

No. 04/FKF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dari pemeriksan 

hanphone milik Saksi AGUS WARSITO  didapat hasil dengan 

kesimpulan ditemukannya informasi yang terkait dengan maksud 

pemeriksaan berupa data file image sebanyak 10 (sepuluh) file 

gambar JPEG (Joint Photographic Expert Group), dan berdasarkan 

berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 

05/FKF/2018/ tanggal 16 Januari 2018 dari pemeriksaan handphone 

milik Terdakwa, didapat hasil dengan kesimpulan ditemukan 

informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa web 

history sebanyak 5 (lima) history dengan source mozilla firefox, data 

file image sebanyak 5 file gambar masing-masing 3 (tiga) 

berekstensi JPG (Joint Photographic Expert Group) dan 2 (dua) 

buah file yang berekstensi PNG (Portable Network Grapichs). 

Hidata file image sebanyak 10 (sepuluh) file gambar. Pemeriksaan 

akun Facebook dengan nama akun Julis Herry Sarwono berupa 

unggahan (posting) status di laman (website) Facebook tersebut. 

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka 

Terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik36. 

  

                                                 
36 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut, No.Reg Perkara PDM- 11/0.3.42/Euh.2/02/2018, Pengadilan Negeri 

Ungaran 
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c Tanggal Konten Facebook Tampilan dalam Facebook 

1 11 Mei 

2016 

pukul 

19.01 

Julius Herry Sarwono 

 

Kalau dulu gerakan anti pancasila berwujud komunis yang 

cenderung anti agama. Karena rakyat sangat mudah dihasut 

dan diprovokasi atas 

nama agama, dengan iming-iming sorga dan intimidasi 

neraka melakukan pengerdilan logika dan menumpulkan 

empati, teriak kofar-kafir sana sini dan berkubang dalam 

khayalannya sebagai golongan terbaik namun minim 

prestasi, ternyata mereka adalah boneka-boneka yg terjebak 

dalam Mugen Tsukuyomi.... 

 

2 18 Mei 

2016 

Pukul  

09.47 

Julius Herry Sarwono 

 

Isu tentang komunis begitu marak akhir-akhir ini, apakah 

ini berarti kebangkitan kembali komunisme di Indonesia ? 

Padahal kalau kita lihat dalam realita negara kita gerakan-

gerakan ekatrim kiri ini sangat 

minim, justru gerakan ekstrim kanan yang marak yaitu 

radikalisme agama, penyebaran faham 

terorisme atas nama agama begitu subur di bangsa ini, ka... 
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3 27 Juli 

2016 

pukul 

06.24 

Julius Herry Sarwono 

 

Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) Babu halal. 

Sebaliknya 

non-Islam makan Babi halal, tapi meniduri Babu yang 

haram. 

Makanan tidak menajiskan, karena makanan hanya 

dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang 

menajiskan adalah apa yang keluar dari hati : percabulan, 

kebencian, keserakahan, kesombongan, dan rupa-rupa 

kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri 

dan orang lain . 

Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu Halal. 

 

 

4 27 Juli 

2016 
Julius Herry Sarwono 

Bu Rahdya saya yang sok tau atau ibu yang tidak tau apa-

apa ? 

Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk ? 

Pernah ibu bertanya, jika pria di surga dapat 72 bidadari, 

lalu perempuan dapat apa? Bukankah perempuan juga 

menjadi bagian dari bidadari itu sebagai pemuas nafsu laki-

laki ? Coba ibu jelaskan, jika saya salah saya siap ditegur. 

“Suatu kali Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang hal 

ini. “ 

Apakah penghuni surga melakukan persetubuhan? Beliau 

menjawab, “Ya, dengan penyemburan yang keras, dengan 

kemaluan yang tidak lemas dan dengan syahwat yang tidak 

terputus, tetapi tidak keluar air mani sedikitpun, baik dari 
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lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali 

bersih dan 

kembali perawan (HR. Ibnu Hibban ) 

5 27 Juli 

2016 

mani sedikitpun, baik dari lelaki atau 

perempuan. Apabila selesai, 

perempuan kembali bersih dan 

kembali perawan (HR. Ibnu Hibban ) 

 

Maria Wilson Chaudery 

Surga pemuas nafsu 

 

Julius Herry Sarwono 

Beda agama Beda pula surganya. 
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6 27 Juli 

2016 
Martias Suwito 

Ini memang sesuai dgn ajaran nabi besar mereka yg pemalu 

(haram memperlihatkan mukanya) & yang lebih sakti dari 

tuhan nya... ajarannya ialah kawinlah sebanyak mungkin 

atau jihatlah agar di surga nanti bias bertemu dgn bidadari 

yg montok alias bahenol .....!!!! 

Julius Herry Sarwono 

Kenyataannya memang begitu kan pak ... Tapi mereka pasti 

marah kalau kita ajukan fakta ini 

Martias Suwito 

Emang susah Her bicara ama kaum yg bebal & lebih bodoh 

dari onta....  

Julius Herry Sarwono 

Uda dikatakan Alkitab bahwa mereka itu seperti keledai liar 

pak  

 

7 27 Juli 

2016 
Sildamar Silvia Dari Mario 

Knp nangis niken 

Niken Tridoso 

Yach sedih....mereka semacam ngga ada harga 

diri...halal+haram... jadi disalah artikan oleh mereka 

Julius Herry Sarwono 

Kirain karena pengen makan Babi Pananggan Karo mba 

Niken.. 

Sildamar Silvia Dari Mario 

Kog sedih...Kukira ito tadi muslim, sedih karna ternyata 

islam itu agama setan ..... 
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8 28 Juli 

2016 
Vania Ryanz Agatha 

Lbh bgs konsumsi babi dr sapi kn mas 

Julius Herry Sarwono 

Iya babi lebih bagus dan lebih enak....... 

Vania Ryanz Agatha 

Iya kn mas..Gk darah tinggian 

Julius Herry Sarwono 

Iya, sehat malah..... 

Vania Ryanz Agatha 

Iya bg..Dr kesehatan mnyatakan bgtu.. 

Vania Ryanz Agatha 

Org dablek yang haram makan dging babi 
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9 28 Juli 

2016 

pukul 

07.52 

Julius Herry Sarwono 

Babi sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan. 

Itulah sebannya fakat menyatakan negara-negara 

pengkonsumsi babi seperti Eropa dll tingkat kesehatan dan 

kecerdasannya lebih tinggi dibanding negara-negara yang 

tidak mengkonsumsi babi sperti Arab dll. Jika ada golongan 

yang mengatakan bahwa babi tidak baik untuk kesehatan 

karena ada cacing pitanya, maka mereka hanya korban 

ajaran yang menelan mentah 

informasi dan malas meneliti. Hanya babi yang terjangkit 

cacing pita saja yang ada cacing pitanya. Kalau yang tidak 

terjakit ya tidak ada. Bukan hanya babi, sapi dan 

kambingpun bisa terjangkit cacing pita. Sering ditemukan 

ketika hari raya idul fitri atau idul adha ada hewan kurban 

yang terjangkit cacing pita. Namun golongan ini 

menganggap semua babi ada cacing pitanya, suatu 

kebohongan yang disebabkan malasnya mencari informasi 

yang akurat. Bahkan saking bermanfatnya babi, serum 

untuk vaksin jamaah yang naik haji juga diambil dari babi 
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Dakwaan Kedua : 

1) Bahwa Terdakwa Julius Herry Sarwono Bin Bathi Utomo pada 

hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 WIB atau pada waktu 

lain dalam tahun 2016 atau sampai dengan perbuatan Terdakwa 

tersebut diketahui dan diakses oleh Saksi Agus Warsito tanggal 03 

Oktober 2017 bertempat di Dusun Sleker RT 01 RW 03 Desa 

Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidak-

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam 

kewenangan mengadili Pegadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja 

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertetu berdasarkan atas suku, agama, ras, 

dan antar golongan (SARA), perbuatan dilakukan Terdakwa 

dengan cara sebagai berikut: 

a)  Kalau dulu gerakan anti Pancasila berwujud komunis yang 

cenderung anti agama. Karena rakyat sangat mudah dihasut dan 

diprovokasi atas nama agama, dengan iming-iming sorga dan 

intimidasi neraka melakukan pengerdilan logika dan 

mengumpulkan empati, teriak kofar kafir sana sini dan 

berkubang dalam khayalannya sebagai golongan terbaik namun 

minim prestasi, ternyata mereka adalah boneka-boneka yang 
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terjebak dalam Mugen Tsukoyomi…… 

b) Isu tentang komunis begitu marak akhir-akhir ini, apakah ini 

berarti kebangkitan kembali komunisme di Indonesia ? Padahal 

kalau kita lihat dalam realita negara kita gerakan-gerakan 

ekstrim kiri ini sangat minim, justru gerakan ekstrim kanan 

yang marak yaitu radikalisme agama, penyebaran faham 

terorisme atas nama agama begitu subur dibangsa ini, ka… 

c) Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) babu halal. 

Sebaliknya non-Islam makan babi halal, tapi meiniduri babu 

yang haram. Makanan tidak menajiskan karena makanan hanya 

dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang 

menajiskan adalah apa yang keluar dari hati : percabulan, 

kebencian, keserakahan, kesombongan, dan rupa-rupa 

kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri dan 

orang lain. Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu 

Halal 

d) Bu Rahdya saya yang sok tau atau ibu yang tidak tau apa-apa? 

Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk? Pernah 

ibu bertanya, jika pria di surge dapat 72 bidadari, lalu 

perempuan dapat apa? Bukankah perempuan juga menjadi 

bagian dari bidadari itu sebagai pemuas nafsu laki-laki? Coba 

ibu jelaskan, jika saya salah siap ditegur. “Suatu kali Rasullah 
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pernah ditanya sahabat tentang hal ini. “Apakah penghuni surge 

melakukan persetubuhan? Beliau menjawab “ya, dengan 

penyemburan yang keras, dengan kemaluan yang tidak lemas 

dan dengan syahwat yang tidak terputus, tetapi tidak keluar air 

mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila 

selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan 

(HR.Ibnu Hibban) 

e) Maria Wilson Chaudery: Surga pemuas nafsu mani sedikitpun, 

baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan 

kembali bersih dan kembali perawan (HR.Ibnu Hibban)  

Maria Wilson Chaudery: Surga pemuas nafsu 

Julius Herry Sarwono: Beda agama beda pula surganya 

f) Martias Suwito: ini memang sesuai dengan ajaran nabi besar 

mereka yg pemalu (haram memperlihatkan mukanya) & yang 

lebih sakti dari tuhannya…ajrannya ialah kawinla sebanyak 

mungkin atau jihatla agar di surge nanti bisa bertemu dgn 

bidadari yang montok alias bahenol….!!! 

Julius Herry Sarwono: Kenyataannya memang begitu kan 

pak… tapi mereka pasti marah kalau kita ajukan fakta ini 

Martias Suwito : Emang susah Her bicara ama kaum yang bebal 

& lebih bodoh dari onta……. 

Julius Herry Sarwono: Uda dikatakan Alkitab bahwa mereka 
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itu seperti keledai liar pak…… 

g) Sildamar Silvia Dari Mario: Knp nangis niken 

Niken Tridoso: Yach sedih…mereka semacam ngga ada harrga 

diri…halal+haram…jadi disalah artikan oleh mereka 

Julius Herry Sarwono: Kirain karena pengen makan Babi 

Panangan karo mba Niken…. 

Sildamar Silvia Dari Mario: Kog sedih…Kukira ito tadi 

muslim, sedih karna ternyata islam itu agama setan…. 

h) Vania Ryanz Agatha: Lbh bgs konsumsi babi dr sapi kn mas  

Julius Herry Sarwono: Iya babi lebih bagus dan lebih enak....... 

Vania Ryanz Agatha: Iya kn mas..Gk darah tinggian  

Julius Herry Sarwono: Iya, sehat malah..... 

Vania Ryanz Agatha: Iya bg..Dr kesehatan mnyatakan bgtu.. 

Vania Ryanz Agatha: Org dablek yang haram makan dging 

babi 

i) Julius Herry Sarwono: Babi sangat banyak manfaatnya, 

terutama untuk kesehatan. Itulah sebannya fakat menyatakan 

negara-negara pengkonsumsi babi seperti Eropa dll tingkat 

kesehatan dan kecerdasannya lebih tinggi dibanding negara-

negara yang tidak mengkonsumsi babi sperti Arab dll. Jika ada 

golongan yang mengatakan bahwa babi tidak baik untuk 

kesehatan karena ada cacing pitanya, maka mereka hanya 
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korban ajaran yang menelan mentah informasi dan malas 

meneliti. Hanya babi yang terjangkit cacing pita saja yang ada 

cacing pitanya. Kalau yang tidak terjakit ya tidak ada. Bukan 

hanya babi.sapi dan kambing pun bisa terjangkit cacing pita. 

Sering ditemukan ketika hari raya idul fitri atau idul adha ada 

hewan kurban yang terjangkit cacing pita. Namun golongan ini 

menganggap semua babi ada cacing pitanya, suatu kebohongan 

yang disebabkan malasnya mencari informasi yang akurat. 

Bahkan saking bermanfatnya babi, serum untuk vaksin jamaah 

yang naik haji juga diambil dari babi 

j) Edo Fauzi: Tapi taik sendiri dimakan nya bro hahah 

Julius Herry Sarwono: Ah ngga juga. Hanya babi kelaparan 

yang makan itu. Jangan terlalu banyak serap informasi dari 

hoax islami bro, seperti contohnya menginformasikan semua 

babi mengandung cacing pita.Padahal ngga, hanya yang 

terjangkit saja, kambing dan sapi pun bisa terjangkit saja, 

kambing dan sapi pun bisa terjangkit kok. Yang penting kan 

baik bagi kesehatan. Dalam Islam juga memperbolehkan 

makan/minum sesuatu demi kesehatan kan ? Bahkan kencing 

onta pun diminum karena sehat menurut Islam, walau buruk 

menurut kedokteran. Minum Air Kencing Hewan yang Halal 

Dimakan Air kencing hewan yang halal dimakan, seperti unta, 
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kambing atau sapi dihukumi suci. Dan jikalu dikonsumsi air 

seni (air kencing) tersebut dihukum halal. Buktinya adalah 

Hadist ‘ Urayinin beriktum 

2) Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 

sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Jetak RT. 024 RW. 

009 Kelurahan Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang 

Saksi AGUS WARSITO melihat dan membaca postingan gambar 

dan kalimat dari akun Terdakwa tersebut melalui akun Facebook 

nya dengan menggunakan handphone merk Lenovo warna hitam, 

dimana tulisan postingan konten Terdakwa tersebut ada di Wall 

Facebook akun pribadinya namun dengan setelan publik sehingga 

siapapun dapat mengakses dan membaca tulisannya, kemudian 

Saksi AGUS WARSITO mengambil konten dan isi dari postingan 

Facebook Terdakwa dengan cara melakukan screenshoot dan 

menyimpan hasilnya kedalam memori eksternal handphone 

miliknya. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2017 Saksi 

AGUS WARSITO bersama 11 (sebelas) Organisasi Keagamaan 

yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) 

Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga melaporkan kejadian 

tersebut ke Polres Semarang karena perbuatan Terdakwa tersebut 

dapat mengakibatkan konflik dan perpecahan antar umat beragama. 

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 
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156a KUHP. 

Dari kasus diatas, supaya lebih jelas berikut Penulis jabarkan ke dalam 

tabel: 
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Tabel 3.1 
Uraian Kasus No. 30/Pid.Sus/2018/ PN.Unr 

 

No. Data Kasus Keterangan 

1 Nomor Kasus Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

2 Pengadilan yang 

memutus 

Pengadilan Negeri Ungaran 

3 Nama Hakim Hendra Yuristiawan, S.H M.H 

4 Nama Jaksa 

Penuntut Umum 

Sulistyo Utomo, S.H 

5 Nama Terdakwa Yulis Heri Sarwono Bin Bathi Utomo 

6 Penahanan 

terhadap 

Terdakwa 

 

7 Penyusunan 

dakwaan 

Alternatif 

8 Pasal yang 

didakwakan 
Dakwaan Pertama: 

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana 

dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik; atau 

Dakwaan Kedua: 

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana 

dalam pasal 156a KUHP. 

9 Barang Bukti 1. Barang Bukti nomo BB-11/2018/FKF, berupa: 1 (satu) 

buah handphone warna merah muda, merk: Oppo model 

A37F dengan imei: 862354035529815 & imei 2: 

862354035529807, beserta dengan simcard Indosat, 

ICCID: 89620140005497962810, tetapi tiak terdapat 

memori eksternal, diita dari tersangka: Yulis Heri 

Sarwono Bin Bathi Utomo, ditemukan informasi yang 

terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: 

a. Web History sebanyak 5 (lima) history, dengan 

Source: Mozilla Firefox. 

b. Data File Image sebanyak 5 (lima) file gambar, 

masing-masing 3 (tiga) buah file berekstensi JPG 

(Joint Photographic Expert Group) dan 2 (dua) buah 

file bereksensi PNG (Portable Network Graphics). 

2. Pemeriksaan terhadap akun Facebook, dengan nama 

akun: Julius Herry Sarwono (Silverhand) 

(https://www.facebook.com/herrychiuss.darkbreaker) 

https://www.facebook.com/herrychiuss.darkbreaker
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didapatkan informasi yang berkaitan dengan maksud 

pemeriksaan, berupa unggahan (posting) status di laman 

(website) Facebook tersebut. Pengunggahan tersebut 

dilakukan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 dan 

pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 09.47 . Kemudian 

pegunggahan tersebut didokumentasikan dalam bentuk 

screenshoot. 

3. Barang bukti nomor BB-12/2018/FKF, berupa: 1 (satu) 

buah handphone warna hitam, merk: Lenovo model 

A328, dalam kondisi mati (rusak) dengan imei: 

865676026717018 & imei2: 865676026717026, tetapi 

tidak terdapat simcard maupun memori eksternal, disita 

dari tersangka: Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo, 

tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud 

pemeriksaan, karena tidak dapat dilakukan Analisa data 

pada Image file barang bukti. 

10 Maksimum 

Pidana untuk 

pasal yang 

didakwakan 

Dakwaan Pertama: 

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan 

pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Dakwaan Kedua: 

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan 

pidana dalam Pasal 156a KUHP “Dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barangsiapa 

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan 

atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya 

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” 
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11 Tuntutan JPU Pada pokoknya, tuntutan JPU adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi 

Utomo telah terbukti secara sah dan myakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan 

tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasrakan atas suku, agama, ras, dan antar golongan 

(SARA).” Melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2998 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama 

Penuntut Umum 

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yulis Heri 

Sarwono Bin Bathi Utomo dengan Pidana Penjara 

selama 4 (empat) tahun. 

3. Menghukum pula Terdakwa agar membayar denda 

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 

4. Menetapkan agar selama masa penangkapan dan 

penahanan dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

5. Dst..  

12 Pledoi/Pembelaan 

Hal yang 

meringankan 

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga 

2. Terdakwa menyesali perbuatannya 

Hal yang 

memberatkan 

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat antar 

umat beragama kaitannya dalam menjaga kerukunan. 

13 Pertimbangan Hakim 

Hal yang 

meringankan 

1. Terdakwa bersikap sopa di persidangan 

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 

3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi 

4. Terdakwa belum pernah dihukum 

Hal yang 

memberatkan 

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat 

2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu 
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14 Pidana yang 

diterapkan 

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana 

penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan 

3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan 

 

Mengenai kepentingan bagaimana penerapan pidana terhadap Kasus 

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr berikut Penulis lampirkan beberapa hasil 

wawancara beserta dengan pembahasannya yang dilakukan di Pengadilan 

Negeri Ungaran. 

Berdasarkan hasil wawancara, Wasis Priyatno selaku Hakim Anggota 

Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa:  

Dalam menerapkan pidana Hakim dituntut untuk memberikan suatu 

putusan yang bersifat adil, karena putusan perkara Pidana yang telah 

diputus oleh Hakim nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar 

baik terhadap Terdakwa itu sendiri maupun masyarakat yang berada 

disekitarnya37. 

 

Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa itu sendiri 

maupun terhadap orang lain supaya tidak melakukan perbuatan atau tindakan 

yang nantiya dianggap memecah belah antar umat beragama. 

Dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim dalam 

menerapkan pidana nantinya tidak hanya melihat dari segi aturan normatifnya saja, 

                                                 
37 Hasil wawancara dengan Wasis Priyatno, Hakim Anggota PN.Unr, 3 Juli 2020 
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oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan hal-hal yang dapat meringankan 

putusan Terdakwa: 

Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan, selama 

persidangan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, yang 

berarti telah terpenuhinya bukti secara sah dan meyakinkan dalam 

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 

Alternatif yang pertama38. 

 

Dakwaan alternatif yang pertama mengancam pidana atas perbuatan yang 

dilakukan oleh Terdakwa dengan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Pada Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

menyusun dakwaan alternatif dengan adanya 2 dakwaan: 

Adanya 2 dakwaan alternatif dalam satu kasus yaitu, apabila Jaksa Peuntut 

Umum ragu mengenai pasal mana yang paling tepat untuk diterapkan 

terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, apabila semisal dakwaan 

pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa surat 

dakwaan pertama tidak terbuktinya secara sah menurut hukum dan oleh 

karena iu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Kemudian 

Hakim akan memeriksa dakwaan kedua dan jika terbukti secara sah 

menurut hukum maka Terdakwa akan dikenai Putusan Pidana yang 

berdasarkan dakwaan kedua tersebut39. 

 

Dalam hal ini, Penasihat Hukum menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum 

yang disusun secara alternatif tersebut telah menyulitkan untuk kepentingan 

pembela bagi Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya serta telah menghalangi 

                                                 
38 Hasil wawancara dengan Wasis Priyatno, Hakim Anggota PN.Unr, 3 Juli 2020 
39 Hasil wawancara dengan Wasis Priyatno, Hakim Anggota PN.Unr, 3 Juli 2020 
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atau mengurangi kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan dakwaan 

mana yang akan dipilihnya. Pada saat dibacakan surat dakwaan di persidangan 

ternyata dilakukan perbaikan/pengubahan surat dakwaan yaitu pada dakwaan 

kedua mengenai pasalnya saja yaitu yang semula terbaca: 

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a 

KUHP dicoret dan dirubah menjadi Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan 

diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHP40. 

 

Walaupun pasal yang didakwakan berubah, ternyata JPU tidak melakukan 

perubahan terhadap rumusan tindak pidananya yang tertulis sebagaimana dalam 

dakwaan kedua dan masih tetap terbaca rumusannya seperti rumusan tindak pidana 

dalam dakwaan pertama. 

Sejak maraknya mengenai kasus ujaran kebencian di jejaring sosial, 

masyarakat menilai hal ini dapat menimbulkan konflik sosial antara individu yang 

satu dengan yang lainnya. Apalagi Terdakwa dianggap memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap lingkungan disekitarnya, maka dalam memberikan putusan 

Hakim dituntut untuk menjatuhkan Pidana yang setimpal dengan perbuatan yang 

telah dilakukan oleh Terdakwa: 

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 

(tiga) tahun dan denda sejumlah RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

subsidair 3 (tiga) bulan kurungan41. 

 

Putusan Hakim dianggap telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh 

Terdakwa, teori pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama Teori 

                                                 
40 Hasil wawancara dengan Wasis Priyatno, Hakim Anggota PN.Unr, 3 Juli 2020 
41 Hasil wawancara dengan Wasis Priyatno, Hakim Anggota PN.Unr, 3 Juli 2020 
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Absolut atau sering disebut juga dengan teori pembalasan atas kesalahan yang 

telah dilakukan, kemudian Teori Relatif atau sering disebut juga dengan teori 

utilitarian, teori ini bukanlah sekedar pembalasan akan tetapi untuk mewujudkan 

ketertiban dalam masyarakat, dan yang terakhir terdapat Teori Gabungan yaitu 

penjatuhan pidana yang diberikan terhadap si pelaku di lihat dari beberapa unsur 

pembalasan dan juga untuk memperbaiki si pelaku. Teori yang diterapkan dalam 

kasus ini adalah teori relatif: 

Bahwa dengan pertimbangan supaya Terdakwa merasa jera dan memuaskan 

rasa tuntutan keadilan dari masyarakat mengingat kasus ini adalah kasus yang 

sangat sensitif, serta dampak yg diberikan sangat luar biasa pidana yang 

diajtuhkan kepada si Terdakwa bukanlah untuk membalas segala bentuk 

kejahatannya, melainkan menjaga agar ketertiban umum di lingkungan 

sekitarnya tidak terganggu42. 

 

Mengingat bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu tokoh pemuka agama 

yang seharusnya dan sebagaimana mestinya berperilaku dan bertutur kata dengan 

baik. Begitu pula dengan masyarakat lainnya, supaya tidak melakukan perbuatan 

yang sama karena isu penyebaran ujaran kebencian di jejaring sosial berdasarkan 

atas suku, agam, ras, dan antar golongan (SARA) sangat sensitif di Negara 

Indonesia. 

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Nomor 

30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

Dalam menangani kasus perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

menuntut Terdakwa, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan 

                                                 
42 Hasil wawancara dengan Wasis Priyatno, Hukim Anggota PN.Unr, 3 Juli 2020 
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Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai 

berikut: 

a. Menyatakan Terdakwa Yulius Herry Sarwono Bin Bathi Utomo telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antar golongan (SARA) melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama 

Penuntut Umum; 

b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yulius Herry Sarwono Bin 

Bathi Utomo dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 

sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan; 

c. Menghukum pula Terdakwa agar membayar denda sebesar Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 

d. Menetapkan agar selama masa penangkapan dan penahanan 

dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

e. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di Rutan Ambarawa 
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f. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 buah handphone merk Lenovo 

bewarna hitam, 10 (sepuluh) gambar screenshootan yang diambil, 1 

buah handphone merk Oppo beserta kartu simcard Indosat, 1 buah 

handphone merk Lenovo beserta kartu simcard Telkomsel, dan 2 (dua) 

screenshoot yang diambil dari akun Facebook Julius Herry Sarwono 

dirempas untuk dimusnahkan; 

g. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500 

(dua ribu lima ratus rupiah)43. 

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim 

terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan 

Terdakwa dan yang memberatkan Terdakwa. 

Hal-hal yang dapat memberatkan Terdakwa: 

a) Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; 

b) Pebuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. 

Hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa: 

a) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 

b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 

c) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; 

d) Terdakwa belum pernah dihukum.  

                                                 
43 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut, No.Reg Perkara PDM- 11/0.3.42/Euh.2/02/2018, Pengadilan Negeri 

Ungaran 
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3. Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr 

Menimbang bahwa berdasarkan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) mengenai hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan 

Terdakwa, maka nantinya Pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dianggap 

telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut, dan setimpal dengan perbuatan 

yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka Majelis Hakim memberikan 

putusan sebagai berikut: 

a. Menyatakan Terdakwa Yulius Herry Sarwono Bin Bathi Utomo telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antar golongan (SARA) melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama 

Penuntut Umum; 

b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yulius Herry Sarwono Bin 

Bathi Utomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 

c. Menghukum pula Terdakwa agar membayar denda sebesar RP. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 

d. Menetapkan agar selama masa penangkapan dan penahanan 
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dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

e. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Ambarawa; 

f. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 buah handphone merk Lenovo 

bewarna hitam, 10 (sepuluh) gabar screenshootan yng telah diambil, 1 

buah handphone merk Oppo beserta kartu simcard Indosat, 1 buah 

handphone Lenovo beserta kartu simcard Telkomsel, dan 2 screenshoot 

yang diambil dari akun Facebook Julius Heri Sarwono dirampas untuk 

dimusnahkan; 

g. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2500 (dua ribu lima ratus rupiah)44. 

C. Pedoman Hakim dalam Menerapkan Pidana terhadap Pelaku Penyebar 

Kebencian di Jejaring Sosial Mengingat Dampak dari Tindak Pidana Ujaran 

Kebencian dapat Bersifat Fatal 

Dalam hal menangani untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan 

ketertiban disuatu masyarakat terutama dalam Tindak Pidana ujaran kebencian 

yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat hal itu dapat menimbulkan perpecahan 

sosial antar umat beragama Hakim dalam memutus suatu perkara harus 

menimbang terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang ada: 

Dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa maka dalam proses 

penerapan hukum nantinya Hakim tidak hanya melihat dari segi aturan 

normatifnya saja, melainkan juga melihat dari ketentuan Yurisprudensi/ 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395K/Pid/1995 

mengatakan “Bahwa Undang-Undang hanya merupakan acuasi untuk 

                                                 
44 Surat Putusan Majelis Hakim, Nomor 30/Pid.sus/2018/PN.Unr 
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pemecah masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum45. 

 

Dengan adanya barang bukti berupa screenshoot yang diambil dari 

Facebook milik Terdakwa, Keterangan Saksi, dan Keterangan Para Ahli 

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. Terdakwa dinyatakan bersalah karena memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya: 

Terpenuhinya unsur-unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa 

hak menyebarkan informasi, unsur yang ditujukan untuk mnimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)46. 

 

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang di dalam Hukum Pidana 

adalah, ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukumnya yang 

melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Yulius 

Heri Sarwono Bin Bathi Utomo dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban 

dalam segala tindakannya. 

Dari uraian menurut pendapat para ahli dengan perbuatan yang dilakukan 

oleh Terdakwa menyebarkan atau memposting perbuatan negatif berupa suatu 

kebohongan yang menggiring opini publik dengan menyudutkan salah satu agama 

tertentu padahal Terdakwa tidak dalam kapasitas kemampuan yang sah sebagai 

seseorang yang benar-benar mengerti dan mempunyai ilmu pengetahuan yang 

sangat mendalam mengenai seluk beluk Agama Islam, inilah yang dimaksud 

                                                 
45 Hasil wawancara dengan Wasis Priyatno, Hakim Anggota PN.Unr, 3 Juli 2020 
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dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. 

Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, 

ras, dan antar golongan (SARA) bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan 

para saksi, keterangan para ahli, keterangan Terdakwa dan informasi elektronik 

dari akun Facebook milik Terdakwa, yang menuliskan suatu pendapat atau 

ungkapan perasaan yang berupa susunan kata-kata serta 

memposting/mengirimkan pendapat ungkapan perasaan tersebut kedalam akun 

Facebooknya yang mana perbuatan tersebut telah diakui oleh Terdakwa. 

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata mendapat perhatian dari 

masyarak sehingga Hakim tergerak untuk menyelidiki perkara tersebut: 

“Hal yang menarik dari kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian 

di jejaring sosial dalam kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr ini adalah, 

adanya dorongan yang sangat besar dari kalangan masyarakat satu agama 

tertentu untuk meminta Hakim menelusuri perkara tersebut.”47. 

 

Sejak maraknya kasus penyebaran ujaran kebencian di Jejaring Sosial hal 

ini dapat menimbulkan konflik sosial, karena masyarakat menilai bahwa 

pendapat yang dingkapkapkan oleh Terdakwa merupakan suatu hal yang dapat 

menggiring opini publik untuk menyudutkan salah satu agama tertentu, yaitu 

Agama Islam. Hal ini berdampak sangat besar bagi lingkungan yang berada 

disekitarnya, mengingat bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu tokoh 

pemuka Agama Kristen. Oleh sebab itu masyarakat meminta hakim untuk 
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menelusuri perkara tersebut. Berikut akan dibahas oleh penulis Pedoman 

Pemidanaan sebagaimana diatur dalam RUU KUHP. Dikaitkan dengan kasus 

yang diangkat: 

1. Bentuk Kesalahan Pelaku Tindak Pidana 

Bentuk Kesalahan yang ditemui Hakim berupa Tindak Pidana yang semakin 

hari masyarakat semkain bebas untuk mengemukakans pendapatnya. 

Sehingga terkadang apa yang diungkapkan mendapat pertentangan dari pihak 

tertentu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Wasis Priyatno 

selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa: 

“Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengemukakan 

komentarnya yang sangat sensitif di akun Facebook miliknya dianggap 

dapat memecah belah anatr umat beragama. Sebagai warga Negara 

Indonesia yang baik dalam menjunjung tinggi Demokrasi, dalam 

mengungkapkan pendapatnya harus dipikirkan terlebih dahulu apakah 

hal tersebut dapat memicu pertentangan antar umat beragam atau tidak48. 

 

2. Motif dan Tujuan Melakukan Tindak Pidana 

Motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah, Terdakwa hanya 

sekedar iseng untuk mengemukakan pendapt nya di Jejaring Sosial dan 

menanggapi komentar-komentar yang dilontarkan oleh teman-temannya di 

dalam postingan dinding halaman Facebook Terdakwa. 

3. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana 
 

Mengenai sikap batin pelaku tindak pidana sejak awal Terdakwa bersikukuh 

mengaku tidak bersalah sehingga pihaknya terpaksa menempuh Jalur 
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Hukum. Saksi Agus mengumpulkan barang bukti berupa screenshoot di 

Facebook Terdakwa ternyata ditemukan banyak sekali hal-hal yang 

mengandung unsur ujaran kebencian. 

4. Tindak Pidana Dilakukan dengan Direncanakan/Tidak Direncanakan 

 

Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa dengan direncanakan, karena 

Terdakwa mengungkapkan pendapat nya di halaman Facebook miliknya hal 

itu mnyudutkan salah satu agama tertentu. Terdakwa juga membalas 

komentar- komentar yang dilontarkan oleh teman-temannya dalam postingan 

akun Terdakwa. 

5. Cara Melakukan Tindak Pidana 

Cara melakukannya bukan dengan cara-cara yang sadis, tetapi Terdakwa 

memang memanfaatkan Jejaring Sosial untuk melakukan suatu Tindak 

Pidana. Melakukan dengan cara menulis dan membagikan postingan tersebut 

yang di Filter dapat dilihat oleh umum, tidak hanya orang-orang yang 

berteman dengan Terdakwa di Facebook saja. Perbuatan yang dilakukan 

secara sengaja oleh Terdakwa tanpa Terdakwa sendiri sadari bisa 

menimbulkan konflik yang sangat luar biasa dalam masyarakat 

6. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana 

Pelaku mengakui terus terang perbuatannya, dikuatkan dengan barang bukti 

yang ada yaitu berupa, Keterangan Para Saksi, Keterangan Saksi Ahli, dan 

akun Facebook milik Terdakwa itu sendiri, selama persidangan Terdakwa 

juga bersikap sopan. 
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7. Riwayat Hidup, Keadaan Sosial, dan Keadaan Ekonomi Pelaku Tindak Pidana 

Terdakwa merupakan salah satu Tokoh Pemuka Agama Kristen (Pendeta) di 

kotanya, yang memilik peran penting dan pengaruh yang sangat besar 

terhadap lingkungan sekitar. Seharusnya Terdakwa dalam berperilaku 

mempertimbangkan terlebih dahulu dampaknya. 

8. Pengaruh Pidana terhadap Masa Depan Pelaku Tindak Pidana 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 

selama 3 (tiga) tahun, tetapi Putusan yang diberikan oleh Hakim yaitu dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hakim sudah mempertimbangkan 

betul bahwa putusan yang diberikan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa 

keadilan, selain itu Terdakwa juga merupakan kepala keluarga seharusnya hal 

tersebut perlu dipikirkan dan memberikan contoh perilaku yang baik. 

9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban/Keluarga Korban 

Korban dalam hal ini adalah masyarakat, masyarakat yang merasa bahwa apa 

yang di posting/disebar oleh Terdakwa tindak pantas. Walaupun rasa kecewa 

yang diterima masyarakat akibat postingan tersebut telah dibayar dengan 

Terdakwa di putus Pidana. 

10. Pemaafan dari Korban dan/Keluarganya 

Mengingat Terdakwa juga masyarakat, pemaafan dari kasus ini masyarakat 

tetap menginginkan Pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 

terus menerus dilakukan. Selain itu selama persidangan Terdakwa juga 

mengakui terus terang perbuatannya 
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11. Nilai Hukum dan Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat 

Dari apa yang dapat kita lihat, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pidana 

yang diterapkan Hakim tetap berusaha memelihara rasa keadilan dalam 

masyarakat. Jadi pidana itu adalah bentuk rasa keadilan yang diberikan oleh 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


